UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995
TENTANG CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan
bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;

bahwa cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-
barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan
undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan
kesejahteraan bangsa;

bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum dan
keadilan serta menggali potensi penerimaan cukai, perlu dilakukan
perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1995 tentang Cukai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Mengingat :

1.

2.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23A, dan Pasal 33 ayat (4)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3613);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 1995 TENTANG CUKALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-
barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang
ditetapkan dalam undang-undang ini.

2. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan
lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan

untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas



10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.

Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.

Pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.
Tempat penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau
lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang
dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil
alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk
disalurkan, dijual, atau diekspor.

Pengusaha tempat penyimpanan adalah orang yang mengusahakan
tempat penyimpanan.

Tempat penjualan eceran adalah tempat untuk menjual secara
eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir.

Pengusaha tempat penjualan eceran adalah orang yang
mengusahakan tempat penjualan eceran.

Penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang
kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata
ditujukan bukan kepada konsumen akhir.

Dokumen cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka
pelaksanaan undang-undang ini dalam bentuk formulir atau
melalui media elektronik.

Kantor adalah Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas
pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan
cukai.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan
tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini.

Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau

lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan



17.

18.

19.

20.

pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan
atau pengeluarannya.

Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau
kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan
untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan

mendapatkan penangguhan bea masuk.

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi
wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-
tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen
yang di dalamnya berlaku undang-undang di bidang kepabeanan.
Audit cukai adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan laporan
keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar
pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan
usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan
kegiatan di bidang cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka
pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.
Surat tagihan adalah surat berupa ketetapan yang digunakan
untuk melakukan tagihan utang cukai, kekurangan cukai, sanksi

administrasi berupa denda, dan/atau bunga."

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai

berikut:

(1)

"Pasal 2

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik :

a. konsumsinya perlu dikendalikan;
b. peredarannya perlu diawasi;
C. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi

masyarakat atau lingkungan hidup; atau



(2)

d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi
keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan
undang-undang ini.

Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan

sebagai barang kena cukai."

Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3A dan

Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

"Pasal 3A

Dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disampaikan dalam bentuk tulisan
di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.

Dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah menurut
undang-undang ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen cukai dan/atau
dokumen pelengkap cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Pasal 3B

Terhadap barang kena cukai berlaku seluruh ketentuan sebagaimana

diatur dalam undang-undang ini."

Pasal 4 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 4 ayat (2) sehingga

penjelasan Pasal 4 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan



